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karya dari para dosen bidang ilmu Hukum yang tergabung dalam Asosiasi 
Kolaborasi Dosen Lintas Negara. 

Pembahasan dalam buku ini merupakan kajian tentang HAM yang 
ditinjau dari berbagai perspektif hukum. Secara garis besar penulisan buku 
ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab: Bab I membahas mengenai Sejarah, 
Filosofi, dan Karakteristik HAM, bab II mengkaji tentang Prinsip-Prinsip 
HAM dalam al-Qur‟an dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), bab III 
membahas tentang Hakikat Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan 
Barat, bab IV membahas tentang HAM Dan Maqashid Syariah 
(Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), bab V membahas tentang 
Isu-Isu HAM Di Indonesia, dan bab VI membahas tentang Instrumen 
Hukum HAM Di Indonesia, bab VII membahas tentang Instrumen Hukum 
HAM Internasional, bab VIII membahas tentang Tanggung Jawab Negara, 
Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional, bab IX membahas 
tentang Penegakan Hukum HAM Ditingkat Nasional Dan Internasional, 
bab X membahas tentang Lembaga-Lembaga Penegak HAM: Peran dan 
Fungsinya. 

Sebagai perwujudan rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima 
kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini. Terutama 
kepada Nuta Media dan direkturnya, Bapak Dr. Ari Setiawan, S.Sos,I, M.Pd. 
“Tiada gading yang tak retak.” Andaipun retak jadikanlah ukiran, begitu pun 
dengan buku ini yang memiliki kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu, 
penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif. Penulis 
berharap, kiranya buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan 
pemikiran bagi yang membacanya. Aamiin.  
 

Tembilahan, 20 September 2021 
 
 

                                                     Penulis 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR’AN 
DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAM (DUHAM) 

 
Muannif Ridwan 

 
A. PENGANTAR 

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari 
HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rumusan HAM dalam Islam jauh lebih 
komprehensif dan harus ditafsirkan menurut syari‟at Islam. Pada prinsipnya 
persoalan HAM dalam semua aspek merupakan bagian dari tujuan pendirian 
suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke, sebagaimana dikutip 
Yahya Ahmad Zein, perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) 
merupakan dasar dalam pendirian suatu negara. Setiap orang harus tunduk 
terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan 
perdamaian, keamanan dan kesejahteraan serta melindunggi hak-hak kodrati 
rakyat, dimana hak-hak kodrati yang dilindunggi negara ini adalah hak-hak 
yang tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan dari manusia sejak keadaan 
alamiah (state of nature), yaitu “life, liberty and estate". Negara hanya akan 
memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan 
merealisasikan HAM untuk rakyatnya (Yahya, 2015). 

Hak Asasi Manusia sejatinya merupakan anugrah Allah kepada semua 
manusia yang diperoleh secara alamiah sejak lahir, karena itu HAM sejalan 
dengan fitrah manusia itu sendiri. Menurut Syari‟ah, manusia adalah 
makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya 
ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang 
ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, 
tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara 
kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab 
itu sendiri (M. Luqman Hakim, 1993). 
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Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki 
kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, 
sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. 

ضِيً  نَا بَنِِ آدَمَ وَحََلَْنَاىُمْ فِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاىُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاىُمْ عَلَى كَثِيٍر مَِّ وَلَقَدْ كَرَّمْ  ِْ لَقْنَا َْ  ََ  نْ 

Artinya: Dan sesungguhnya  telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut 
mereka di daratan dan dilautan, kami beri  mereka rezeki dari yang baik-
baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan.” (Surat Al-Isra ayat: 70) 

 
B. PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM AL-QUR’AN DAN DUHAM 

Adapun prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Universal 
Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM)) telah dilukiskan dalam berbagai ayat. Apabila prinsip-prinsip 
HAM yang terdapat dalam DUHAM itu dibandingkan dengan HAM yang 
terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah akan 
dijumpai antara lain, prinsip-prinsip HAM sebagai berikut: 
1. Martabat Manusia (al-karamah al-insaniyah) 

Dalam Al-Qur‟an disebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan 
atau martabat yang tinggi. Adapun martabat yang dimiliki manusia itu sama 
sekali tidak ada pada makhluk lain. Martabat yang tinggi itu pada hakikatnya 
merupakan fitrah yang tidak dipisahkan pada diri manusia. Hal itu telah 
ditegaskan Allah SWT. dalam surat al-Isra‟ ayat 33 dan 70 serta surat Al-
Maidah ayat 32. Prinsip-prinsip al-Qur‟an yang telah menempatkan manusia 
pada martabat yang tinggi dan mulia senada dengan prinsip-prinsip yang 
digariskan oleh Universal Declaration of Human Rights, antara lain terdapat 
dalam pasal 1 dan pasal 3. 
2. Persamaan (al-musawah) 

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba 
Allah Ta‟ala. Hanya satu kriteria yang dapat membuat seseorang tinggi 
derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya. Prinsip persamaan (al-
musawah) ini dalam Universal Declaration of Human Rights terdapat dalam pasal 
6 dan pasal 7. 

Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, 
tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa menanggung beban 
sebagai budak atau dosa orang lain. Konsep fitrah dan merdeka ini juga 
memberi arti persamaan derajat bagi setiap manusia yang lahir, karena sama-
sama lahir dalam keadaan fithrah dan merdeka tadi. Perbedaan ras, etnik, 
atau golongan justru untuk semakin mewujudkan perkenalan, bukan 
lambang degradasi kedudukan.  

Adapun implementasi prinsip persamaan dalam pandangan Islam 
pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan 
harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan 
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potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga agar menimbulkan dan 
menumbuhkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara 
sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup kehidupan sosial. 
3. Keadilan (al-‘adalah) 

Kata al-„adalah atau al-„adl dalam Al-Qur‟an menurut Al-Baidhawi 
sebagaimana dikutip Suyuthi Pulungan, bermakna “pertengahan dan 
persamaan”(Suyuthi Pulungan, 1996). Sementara Sayyid Quthub 
menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki 
oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk 
golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu 
seorang muslim untuk orang non muslim (Sayyid Quthub, 1981). Perintah 
menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Al-
Qur‟an, misalnya: Al-Maidah ayat: 8, Al-An‟am ayat: 152 dan Al-Hujurat 
ayat: 9. Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan 
adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah 
SWT., sebagai tindakan persaksian bagi-Nya. Perintah wajib itu ditujukan 
kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan 
masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan 
dan menyelesaikan suatu masalah (Suyuthi Pulungan, 1996). Artinya, siapa 
saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain 
harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berbuat adil, itulah 
dua unsur yang tak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. 
Bahkan dalam unit sosial terkecil pun, keluarga, keadilan harus ditegakkan 
seperti oleh suami terhadap istri-istrinya. Lihat surat An-Nisa‟ ayat: 3 yang 
artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.” 
4. Kebebasan (al-hurriyah) 

Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup setiap orang dan 
merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan kemuliaan harkat 
kemanusian orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan di tengah-tengah 
masyarakat yang majemuk (heterogen). Bila kebebasan dibelenggu, maka 
yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. 
Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat 
eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah 
kemajemukan umat (Arief AM, 2015).  

Di antara kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia. Pertama, 
kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak. Kebebasan ini 
mensyaratkan suatu penegakan keamanan dan ketertiban sosial dalam 
masyarakat, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan 
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kezhaliman secara mutlak. Dalam kaitan itu Al-Qur‟an menyatakan bahwa 
Allah SWT. sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang 
tersembunyi, dan melanggar HAM tanpa alasan yang benar. Hal itu telah 
ditegaskan dalam surat Al-A‟raf ayat 33: 
 Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak 
manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui".  

Kedua, kebebasan dari rasa takut, Al-Qur‟an sangat menekankan 
pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan 
jiwa setiap manusia. Al-Qur‟an sangat mencela orang yang membunuh 
seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan 
membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya Al-Qur‟an sangat memuji orang 
yang memelihara kehidupan seseorang, yang disebutnya perbuatan itu 
seolah-olah sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Lihat 
surat Al-Maidah ayat 32.  

Ketiga, kebebasan berbicara atau berpendapat. Dalam sejarah Islam 
dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi SAW. 
memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan 
mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah atau 
konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. 
Beliau mengembangkan budaya kebebasan berpendapat atau berbeda 
pendapat dikalangan para sahabatnya (Suyuthi Pulungan, 1996).  
Al-Qur‟an memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal 
pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. 
Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya 
sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan 
pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk menyatakan pendapat 
dengan bebas dinyatakan dalam DUHAM pasal 19: Setiap orang berhak atas 
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan 
menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan 
keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang 
batas-batas. 

 
Kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum 

hukum Islam, yaitu mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan 
melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Dalam 
menyampaikan pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji. 
Sebab, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk 
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membimbing dan mengajak manusia ke jalan kebenaran. Sebagaimana 
dianjurkan oleh surat al-Nahl ayat 125: 

إِنَّ رَبَّكَ ىُوَ أَعْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِوِ  ۖ  وَجَادِلْْمُْ بِِلَّتِِ ىِيَ أَحْسَنُ  ۖ  ادعُْ إِلََٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْسَنَةِ 
 بِِلْمُهْتَدِينَ  وَىُوَ أَعْلَمُ  ۖ  

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk. “ 

Keempat, kebebasan beragama. Manusia mempunyai hak kebebasan 
personal untuk memiliki keyakinan atau ideologi mana saja. Kebebasan ini 
harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. Terkait kebebasan beragama 
ini dapat dilihat dari pernyataan dalam surat Al-Kafirun  ayat 6: 

 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ 

 Artinya: “bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku.” 
Ayat di atas mengandung konotasi kebebasan beragama, akan tetapi ada ayat 
lain yang lebih tegas dalam hal yang sama, yaitu “tidak ada paksaan dalam 
(memeluk) agama. Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan.” (surat Al-
Baqarah  ayat: 256). Ayat lain menyatakan: “Dan sekiranya Tuhanmu 
menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu 
hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang yang beriman.” 
(Surat Yunus ayat: 99). Tetapi faktanya Allah Ta‟ala tidak melaksanakan 
kehendak-Nya. Ia hanya memberi petunjuk melalui Rasul-Nya dan wahyu, 
untuk kemudian manusia diberi kebebasan memilih agama yang 
dikehendakinya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Kahfi ayat 29: 

ُِرْ  ۖ  وَقُلِ الَْْقُّ مِنْ رَبِّكُمْ  وَإِنْ  ۖ  إِنََّّ أَعْتَدْنََّ للِظَّالِمِيَن نََّرًا أَحَاطَ بِِِمْ سُرَادِقُ هَا  ۖ  فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْ
قًا ۖ  وهَ يَسْتَغِيثُوا يُ غَاثوُا بِاَءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُ  َِ  بئِْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرَْْ 

Artinya: “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka 
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa 
yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi 
orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika 
mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air 
seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang 
paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. “ 

Ayat-ayat tersebut sebagai bukti kuat bahwa tidak membenarkan siapapun 
memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak 
untuk kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam 
sejak 15 abad silam telah melegalkan toleransi dan kebebasan beragama dan 
Nabi SAW. telah mempraktekkannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 dari 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM), yang berbunyi: Setiap orang 
berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk 
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kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan 
agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan 
mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum 
maupun sendiri. 
 
5. Perdamaiann (as-salam) 

Secara tegas di dalam Al-Qur‟an Allah SWT. memerintahkan kepada 
orang-orang beriman agar menciptakan perdamaian di lingkungan interen 
mereka. Hal itu termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat: 9 dan10  

تَانِ مِنَ  َِ نَ هُمَا  وَإِنْ طاَئِ رَىٰ فَ قَاْلُِوا الَّتِِ َْ بْغِي حَتََّّٰ َِِْيءَ إِلََٰ أمَْرِ اللََِّّ  ۖ  الْمُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ َْ فَإِنْ فاَءَتْ  ۖ  فإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُُاَ عَلَى الُْْ
نَ هُمَا بِِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا  َ يُُِبُّ  ۖ  فأََصْلِحُوا بَ ي ْ  الْمُقْسِطِينَ  إِنَّ اللََّّ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil.” 

وَ  ََ وَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَ َْ اَ الْمُؤْمِنُونَ إِ َ لَعَلَّكُمْ ُْ رْحََُونَ  ۖ  يْكُمْ إِنََّّ  وَاْ َّقُوا اللََّّ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 

Pada Ayat 9 menjelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-
orang beriman berperang agar menghentikan mereka dari peperangan, 
dengan nasihat atau dengan ancaman, dan atau dengan sanksi hukum. 
Tetapi, jika salah satu golongan enggan menerima perdamaian menurut 
hukum Islam dan melanggarnya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah 
SWT. tentang kejadian bagi makhluknya, maka golongan itu boleh diperangi 
sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan kembali kepada 
perintah Allah, yaitu perdamaian (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1974). Oleh 
sebab itu, orang-orang yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil 
dan jujur, tanpa berpihak kepada siapapun dengan mengambil posisi netral 
sebagai arbitrator, dan tidak mengambil keuntungan ekonomi dan politis 
dari padanya.  

Ayat di atas menjelaskan tentang mewujudkan perdamaian intern, ada 
juga ayat lain yang memerintahkan orang-orang mukmin agar gemar 
menerima perdamaian untuk menciptakan perdamaian ekstern. 
Sebagaimana ditegaskan Allah SWT. di dalam surat Al-Anfal ayat 61: 

لْ عَلَى اللََِّّ   إِنَّوُ ىُوَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  ۖ  وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَْاَ وََْ وكََّ

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya 
dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.  
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6. Hak Atas Jaminan Sosial (al-Haq fi Al-Dlaman Al-Ijtima’i) 

Banyak dijumpai ayat-ayat Al-Qur‟an yang menjamin tingkat dan 
kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain 
adalah kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama 
oleh mereka yang punya. Misalnya surat az-Zariyat ayat 19 dan surat Al-
Ma‟arij ayat 24 telah menegaskan hal itu: 

 وَفِ أمَْوَالِِْمْ حَقٌّ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. 

لِْمِْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ   وَٱلَّذِينَ فِِ أمَْوَٰ

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. 
Jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang 
disebut dalam al-Qur‟an pihak-pihak yang berhak atas jaminan sosial. 
Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 berikut ini: 

اَ ا ُِقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْهَا وَالْمُؤَلََِّةِ قُ لُوبُ هُمْ وَفِ الرّقِاَبِ وَالْغَارمِِ إِنََّّ  ۖ  يَن وَفِ سَبيِلِ اللََِّّ وَابْنِ السَّبِيلِ لصَّدَقاَتُ للِْ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ۖ  فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ   وَاللََّّ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

Dapat dipahami dari makna ayat tersebut, bahwa dalam al-Qur‟an juga 
disebutkan dengan jelas perintah bagi umat Islam untuk melaksanakan zakat 
kepada pihak-pihak yang memerlukanya. Tujuan zakat itu antara lain adalah 
untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi 
masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 22 dari Universal Declaration of 
Human Rights, yang bunyinya: Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak 
atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, 
melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan 
pengaturan serta sumber daya setiap negara. 
 
7. Hak Atas Harta Benda (Al-Haq fi Al-Milkiyah) 

Dalam hukum Islam, hak memiliki bagi seseorang sangat dijunjung 
tinggi. Begitu juga dengan perlindungan terhadap hak milik seseorang 
merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapa pun juga bahkan 
penguasa sekali pun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, 
kecuali hal itu untuk kepentingan umum dan menurut tata cara yang telah 
ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pasal 17 dari Universal 
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Declaration of Human Rights, yang bunyinya: (1) Setiap orang berhak memiliki 
harta, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain; (2) Tidak seorang pun hak 
miliknya boleh dirampas dengan semena-mena. 

 
C. PENUTUP 

Dari pembahasan mengenai prinsip-prinsip HAM dalam al-Qur‟an 
(Islam) dan DUHAM, secara ringkas prinsip-prinsip HAM dalam Islam jauh 
lebih komprehensif dan lebih memanusiakan manusia, baik dalam hal 
persamaan antara setiap individu di semua segi kehidupan bermasyarakat, 
maupun kebebasan beragama serta hormat-menghormati antar pemeluknya. 
Selain itu, prinsip HAM dalam Islam berlaku universal dan dapat diterima 
oleh semua agama, sedangkan prinsip HAM dalam DUHAM tidak dapat 
diterima oleh semua agama, misalnya Pasal 16 DUHAM tentang 
Perkawinan Beda Agama dan pasal 18 tentang Hak Mengganti Agama, sejak 
awal menjadi masalah bagi umat Islam. Pasal 16 ayat 1 jelas sekali sangat 
bertentangan dengan ajaran Islam. Kalimat “dengan tidak dibatasi kebangsaan, 
kewarganegaraan atau agama” merupakan suatu kalimat yang bertentangan 
dengan prinsip dan ajaran Islam. Para ulama sepakat menyatakan bahwa 
perempuan muslim haram menikah dengan laki-laki bukan muslim, baik dia 
musyrik maupun ahlul kitab (surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah 
ayat 10). Demikian juga Pasal 18, kalimat “kebebasan berganti agama atau 
keyakinan” ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana dalam 
Islam seorang muslim dilarang untuk keluar (murtad) dari agama Islam 
(surat Ali Imran ayat 177 dan al-Nahl ayat 106).  

Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, harus 
selalu berupaya untuk mewujudkan perlindungan HAM bagi warga 
negaranya yang minoritas secara sama dan menjamin tidak adanya 
kriminalisasi kebebasan beragama dengan menghargai setiap agama. Prinsip-
prinsip dan nilai-nilai HAM dalam Islam merupakan keharusan untuk 
dikenal di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk  Indonesia  beragama  
Islam.  Kita sebagai muslim mempunyai tugas untuk terus mendalami HAM 
dalam Islam ini, mensosialisasikannya, mempromosikannya dan 
mengimplemtasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. HAM  
dalam  Islam  harus  menjadi bagian integral dalam kehidupan nyata. Bagi 
semua lembaga kekuasaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(legislatif, eksekutif dan yudikatif), para politisi dan ahli hukum harus 
meningkatkan perhatian dan lebih bersikap akomodatif terhadap ajaran 
agama pada umumnya, dan hukum-hukum agama pada khususnya, 
disamping tetap mempertahankan dan menyempurnakan hal-hal yang baik 
dan sudah berlaku, juga harus tetap berinovasi dengan hal-hal yang baru 
yang lebih baik (al-muhafazhatu „ala al-qadim al-shalih, wal akhdzu bil jadid al-
„aslah). 
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